
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 129 TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 202 1-2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Menimbang : a. bahwa berda sarkan Pasal272 ayat (1 ) dan Pasal 273 ayat (1) 
Undang-Undang Rep u blik Indonesia Nomor 23 Tabu n 2014 
tentang Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun 
rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana 
Pembangunan J angka Menengah Daerah dan Rencana 
Strategis Perangkat Daerah ditetapkan den ga n Peraturan 
Kepala Daerah setelah Rencana Pembangu n a n Jangka 
Menengah Daerah ditetapkan; 

Mengingat 

b . bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikm alaya Nom or 11 Tahun 2021 tentang Rencana 
Pembangunan Jan gka Menengah Daerah Kabupaten 
Ta sikmala a Tahu n 202 1-2026, perlu disusu n Rencana 
Strategis Perangka t Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
202 1-2026; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam h uru f a da n huru f b , perlu m en etapkan Peraturan 
Bu pa ti Tasikmalaya ten tang Rencana Strategis Perangkat 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026; 

l. Undang-Undang Repu blik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provin si Djawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Su bang dengan mengu bah U ndang -U ndang Repu blik 
Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi 
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Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia N omor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahu n 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lem baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

6 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang encana 
Pem bangunan Jangka Panjang Na sional Tahun 2005 -2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2007 
Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia 
Nomor 4700); 

7 . Undang-Undang Republik Indon esia Nomor 23 Tahu n 2014 
ten tang Pemerin tahan Daerah (Lem baran N gara Repu blik 
Ind nesia Tahu n 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik In donesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diu bah beberapa ka li, terakhir denga n Un dang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubunga n Keu angan Antara 
Pemerin tah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Peraturan Pemerintah Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 ten tang 
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nom or 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Tahun 2019 
Nomor 187); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelo1aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 19 Nomor 42, Tambahan Le baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13 . Peraturan Presiden Repu blik Indonesia Nom r 18 
ahun 2020 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 
15. Peraturan Daerah Provin si Jawa Barat Nor or 22 

Tahun 2010 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Jawa B at Tahun 2009-2029; 

16. eraturan Daerah Provinsi J awa Barat Nomor 8 Tahun 2019 
ten tang en cana Pembangunan Jangka Men engah Tahun 
20 18-2023 (Lembaran Daerah Pro insi J awa Barat 
Tah n 201 9 Nomor 8 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
J awa Barat Nomor 237) sebagaimana te1ah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 8 Tahun 201 9 ten tang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8 , Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 
Tahun 2012 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 
Tahun 2014 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Tasikma1aya; 

19. Peraturan Daerah Kabu paten Tasikmalaya N omor 1 
Tahun 2016 ten tang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; 



Menetapkan 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 ten tang Urusan Pemerintah yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 ten tang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 20 16 tentang Pembentukan dan Susun an Perangkat 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 
Tahun 2021 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2021-2016 (Lembaran Daerah Kabu paten Tasikmalaya 
Tahun 202 1 Nomor 11 ). 

MEMUTUSKAN: 

PERA URAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG RENCANA 
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
TAHUN 2021 -2026. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pera turan Bu pati in i, yang dimaksu d dengan: 
1. Bupati adalah Bu pati Tasikmalaya. 
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Rencana Pembangunan J angka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021-2026, yang selanju tnya disingkat RPJPD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode Tahun 2005-2025. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode Tahun 2021-2026. 

6 . Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD 
adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD 
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 
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9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 
periode perencanaan. 

10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan 
untuk mewujudkan visi. 

11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 
kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang 
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan 
tujuan pembangunan Daerah. 

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 
lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian 
sasaran teru kur pada suatu program dan terdiri da ri sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya ma nusia), 

a rang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi ari 
beb rapa atau kesemuajen is sumber daya tersebut sebagai masukan (inp ut) 

u n tu k mengha silkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 
13. Kin erja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan ata u telah 

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 
kualitas yang terukur. 

14. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu progra m atau 
keluaran yang diharapkan dari su atu kegia tan. 

15. Keluaran (output) adalah baran g a tau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan 
yang d ilaksanakan untuk mendu kung pencapa ian sasaran dan tujuan 
program dan kebijakan. 

16. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerm inkan berfu gsinya 
keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program. 

BAB II 
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

Pasal2 

(1) Renstra Tahun 2 02 1-2026 meru pakan penjabaran dari RPJ MD Tahun 
2021-2026 . 

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada aya t (1) m enjadi pedoman Perangkat 
Daerah dalam menyusun Renja Perangka t Daerah. 

BABIII 
SISTEMATlKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

Pasal 3 

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I 
BAB II 
BAB III 

BABIV 
BABV 
BABVI 
BAB VII 

:PENDAHULUAN 
: GAMBARAN PELAYANAN 
: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH 
: TUJUAN DAN SA SARAN 
: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 
:PENUTUP 
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(2) lsi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini. 

BABlV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa14 

Peraturan Bupati in i mu lai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempa tannya dalam Berita Daerah Kabupa ten Tasikmalaya. 

Diundangkan i Singaparna 
pada tanggal 31 Des 1. ber 20 21 

MO 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 31 D s ember 2J 21 

-::;;--~ .L >-A'A.."'Y"¥ MALAYA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASlKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 129 
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